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publik. Proses ini menuntut pemahaman yang memadai
Keywords: Laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta
Pemerintah Daerah; Standar didukung oleh regulasi yang jelas, sumber daya manusia
Akuntansi Pemerintahan (SAP); yang kompeten, dan sistem informasi keuangan yang
Transparansi dan Akuntabilitas; terintegrasi. Oleh karena itu, laporan magang profesi ini
BPKAD Kabupaten Bengkalis; bertujuan untuk mengkaji proses dan penerapan standar
Pengelolaan Keuangan Daerah penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Bengkalis. Metode penulisan menggunakan
pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data
melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi.
Metode tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran
yang komprehensif mengenai tahapan penyusunan serta
pelaporan  keuangan daerah di BPKAD Kabupaten
Bengkalis. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyusunan
laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Bengkalis pada
umumnya telah mengacu pada Standar Akuntansi
Pemerintahan yang berlaku, meskipun masih ditemukan
beberapa kendala teknis dan administratif dalam
pelaksanaannya. Temuan ini diharapkan dapat menjadi
bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas
pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan mewujudkan tata kelola yang
transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Salah satu  bentuk
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pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Laporan keuangan berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi keuangan
kepada para pemangku kepentingan guna mendukung pengambilan keputusan serta
evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Standar Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk
menjamin keseragaman, keandalan, dan keterbandingan informasi keuangan
antarperiode maupun antardaerah. Penerapan standar ini diharapkan mampu
meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga informasi yang disajikan menjadi
lebih relevan, mudah dipahami, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.
Dengan adanya standar yang jelas, pemerintah daerah dapat menyusun laporan
keuangan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis
merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan
keuangan dan aset daerah. BPKAD bertanggung jawab atas perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, hingga penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah. Melalui peran tersebut, BPKAD menjadi salah satu unsur utama dalam
memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara tertib, efisien, dan sesuai
dengan standar yang berlaku.

Dalam praktiknya, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
melibatkan berbagai unit kerja dan memerlukan koordinasi yang baik. Proses ini
mencakup pengumpulan data keuangan, pencatatan transaksi, penyesuaian, hingga
penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, pemahaman yang memadai terhadap
standar penyusunan laporan keuangan menjadi faktor penting agar setiap tahapan
dapat berjalan dengan optimal dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penerapan Standar Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga
menuntut dukungan sumber daya manusia yang kompeten serta sistem informasi
yang memadai. Aparatur pengelola keuangan dituntut memiliki pemahaman yang
baik terhadap regulasi, prinsip akuntansi pemerintahan, serta perkembangan
kebijakan keuangan daerah. Hal ini diperlukan untuk menjaga konsistensi penerapan
standar dan meningkatkan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan.

Melalui kegiatan magang profesi di BPKAD Kabupaten Bengkalis, mahasiswa
memperoleh kesempatan untuk mempelajari secara langsung praktik penyusunan
laporan keuangan pemerintah daerah. Kegiatan ini memberikan gambaran nyata
mengenai penerapan standar penyusunan laporan keuangan dalam aktivitas kerja
sehari-hari, sekaligus memperkaya pemahaman mahasiswa mengenai pengelolaan
keuangan sektor publik.

Berdasarkan uraian tersebut, laporan ini bertujuan untuk menggambarkan
penerapan Standar Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD
Kabupaten Bengkalis. Diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi akademik serta
memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya
standar pelaporan keuangan dalam mendukung terwujudnya tata kelola keuangan
daerah yang baik.
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METODE PENELITIAN
Dalam pelaksanaannya, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan
data yang saling melengkapi. Metode-metode tersebut diterapkan untuk menjamin
keakuratan data, memperdalam pemahaman terhadap proses kerja, serta mendukung
analisis yang sesuai dengan tujuan penyusunan laporan magang profesi.
1. Observasi Langsung
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis
dan sengaja (Millah et al., 2023). Observasi dilakukan dengan mengamati secara
langsung aktivitas dan proses kerja di BPKAD Kabupaten Bengkalis, khususnya
terkait penyusunan dan pelaporan keuangan daerah.
2. Wawancara
Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui komunikasi tanya
jawab antara peneliti (pewawancara) dan subjek penelitian (narasumber/informan)
untuk memperoleh informasi mendalam mengenai suatu isu atau topik penelitian
(Fadila et al., 2025). Wawancara dilakukan dengan pihak terkait untuk memperoleh
informasi mengenai tugas, fungsi, serta mekanisme kerja dalam pengelolaan
keuangan daerah.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode atau teknik pengumpulan data untuk
memperoleh informasi dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-
dokumen tertulis, gambar, foto, rekaman, atau data lain yang relevan (Fahlevvi,
2022). Dokumentasi digunakan dengan mengumpulkan dokumen pendukung
seperti laporan keuangan dan arsip administrasi sebagai bahan pendukung data
penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kerangka Hukum dan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah serta pengelolaan, pelaporan,
dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Pareda et al., 2017). Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 menjadi dasar pengaturan prinsip otonomi daerah dan
hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, pengelolaan
keuangan daerah diatur secara lebih teknis melalui Peraturan Pemerintah, seperti PP
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Standar
Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai
pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Selain itu, ketentuan
teknis pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan daerah juga
diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur secara rinci
mekanisme pengelolaan keuangan daerah (Febrian, 2018).
Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh rangkaian kegiatan
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pembukuan, pelaporan,
serta pertanggungjawaban atas penerimaan, pengeluaran, aset, dan kewajiban daerah
(Ja’o et al., 2023). Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah adalah memastikan
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bahwa setiap sumber daya publik dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang
berkualitas.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) - Dasar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menetapkan prinsip, dasar
pengukuran, serta format penyusunan laporan keuangan pemerintah agar laporan
yang disajikan berbasis akrual dan/atau kas sesuai ketentuan, konsisten, serta dapat
dipertanggungjawabkan. SAP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 (beserta perubahannya) menjadi pedoman utama dalam penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Oleh karena itu, pemahaman
terhadap SAP sangat penting bagi peserta magang, karena standar ini menjadi acuan
dalam pencatatan, pengukuran, dan pelaporan setiap transaksi keuangan pemerintah,
sehingga informasi yang dihasilkan dapat disajikan secara andal dan sesuai dengan
prinsip akuntabilitas publik (Prayogo et al., 2023).

Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah: Transparansi, Akuntabilitas, Efisiensi dan
Efektivitas

Pengelolaan keuangan daerah berlandaskan pada prinsip-prinsip good
governance, yaitu:
1. Transparansi

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terbuka, di mana

informasi mengenai perencanaan anggaran, realisasi, dan laporan keuangan dapat
diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk
mendorong keterbukaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.
2. Akuntabilitas
Setiap pejabat dan unit kerja yang mengelola keuangan daerah wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran serta kebenaran data yang
disajikan dalam laporan keuangan. Akuntabilitas memastikan bahwa pengelolaan
keuangan dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan secara administratif maupun
hukum.
3. Efisiensi dan Efektivitas
Penggunaan sumber daya keuangan harus dilakukan secara hemat, tepat guna,
dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan publik.
Anggaran tidak hanya harus digunakan secara efisien, tetapi juga mampu
memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam sistem pelaporan keuangan
pemerintah daerah, khususnya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD), serta dalam tata kelola yang diterapkan oleh BPKAD sebagai
pengelola keuangan dan aset daerah (Sitorus et al., 2025).

Siklus Penganggaran Daerah (Perencanaan — Penganggaran — Pelaksanaan —
Pelaporan — Evaluasi)

Siklus pengelolaan keuangan daerah dimulai dari tahap perencanaan, yang
meliputi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana kerja
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kemudian dilanjutkan
dengan penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
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(APBD). Setelah APBD ditetapkan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran
yang mencakup kegiatan penerimaan dan belanja daerah, yang selanjutnya dicatat
melalui proses penatausahaan dan pembukuan. Tahap akhir dari siklus ini adalah
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kemudian
dievaluasi dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bentuk
pengawasan eksternal (Rochmah Kusli et al., 2024). Pemahaman terhadap setiap
tahapan dalam siklus ini sangat penting bagi peserta magang, karena melalui siklus
tersebut dapat diamati bagaimana proses administratif, pencatatan akuntansi, serta
mekanisme pengendalian internal diterapkan oleh BPKAD dalam mengelola
keuangan daerah
Pengelolaan Aset Daerah dan Peran Pengendalian Internal

Pengelolaan aset daerah, yang meliputi kegiatan inventarisasi, pemeliharaan,
penilaian, dan penghapusan aset, merupakan bagian integral dari tugas dan fungsi
BPKAD. Selain itu, BPKAD juga bertanggung jawab dalam menerapkan sistem
pengendalian internal guna memastikan bahwa seluruh aset dan keuangan daerah
dikelola secara tertib dan aman. Pengendalian internal mencakup berbagai kebijakan
dan prosedur, seperti pemisahan tugas, pencatatan dan dokumentasi yang memadai,
serta kegiatan pengawasan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan dan menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan
(Maulidiah, 2017).
Peran dan Fungsi BPKAD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

BPKAD sebagai unit pelaksana teknis di tingkat kabupaten memiliki peran
strategis dalam merumuskan kebijakan serta melaksanakan fungsi sebagai Bendahara
Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. BPKAD bertanggung jawab
atas pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk pengelolaan penerimaan dan
pengeluaran, penatausahaan, serta penyusunan dan penyajian data serta laporan
keuangan daerah (Ismi Uswatun et al., 2025). Dengan peran tersebut, BPKAD menjadi
pusat operasional utama dalam proses pencatatan, pembukuan, dan penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Melalui fungsi ini, BPKAD
memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan daerah tercatat secara tertib, akurat,
dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pembahasan

Penerapan Standar Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis pada
dasarnya telah dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) yang berlaku. BPKAD melaksanakan proses pencatatan dan pelaporan
keuangan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari pengumpulan
data keuangan, pencatatan transaksi, hingga penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD). Penerapan standar ini bertujuan untuk memastikan
bahwa laporan keuangan yang dihasilkan bersifat transparan, akuntabel, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaannya, proses penerapan standar tersebut melibatkan
berbagai unit kerja dan membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi, terutama dalam
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hal pencatatan berbasis akrual dan penyesuaian laporan keuangan pada akhir
periode. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik serta proses verifikasi dan
konsolidasi data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar laporan
keuangan yang disusun menjadi lebih akurat dan terpadu.

Selain itu, dinamika regulasi dan pedoman teknis yang terus berkembang
menuntut aparatur untuk senantiasa memperbarui pemahaman dan menyesuaikan
praktik pelaporan keuangan dengan ketentuan terbaru, baik yang berasal dari
pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini menunjukkan komitmen BPKAD dalam
menjaga kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan standar yang berlaku.

Secara keseluruhan, penerapan Standar Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah di BPKAD Kabupaten Bengkalis telah berkontribusi dalam
meningkatkan kualitas dan keandalan laporan keuangan daerah. Melalui penguatan
koordinasi internal, pemanfaatan sistem informasi keuangan, serta peningkatan
kompetensi aparatur, BPKAD terus berupaya menyempurnakan proses pelaporan
keuangan. Kegiatan magang profesi ini memberikan pemahaman yang berharga bagi
mahasiswa mengenai pentingnya standar pelaporan keuangan dalam mendukung
terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa
penerapan Standar Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD
Kabupaten Bengkalis pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan yang berlaku. Proses penyusunan
laporan keuangan berjalan secara sistematis sebagai wujud upaya mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan Magang
Profesi di BPKAD Kabupaten Bengkalis juga berjalan dengan baik dan memberikan
pengalaman yang bermanfaat bagi mahasiswa dalam memahami praktik pengelolaan
dan pelaporan keuangan daerah, sekaligus melatih kemampuan beradaptasi, bekerja
sama, dan berkoordinasi di lingkungan kerja pemerintahan.
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